ABSTRAK

Kajian ini membahas Kedudukan Dewan Pengawas KPK Ditinjau Dari
Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 diadakannya Dewan Pengawas KPK setelah
hampir 20 tahun jalannya lembaga anti korupsi tersebut. Demi tercapainya
pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat, maka pemerintah
memandang perlu untuk dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Sebagai langkah
penyesuaian terhadap perkembangan struktur ketatangaraan Indonesia
meskipun namanya tidak tercantum di dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Banyak pro dan kontra dengan adanya Dewan Pengawas KPK
vang dinilai dapat menghambat bahkan melemahkan kinerja KPK sendiri.
Terkesan mendadak rampung hanya dalam hitungan bulan, dan banyak hal
vang ditutupi mengenai pertimbangan pembentukan Undang-Undang KPK
terbaru ini sehingga menimbulkan berbagai macam polemik. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan melalui
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengupas
lebih dalam dan menjawab masalah yang ada di dalamnya. Penelitian ini
bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan serta menyimpulkan
permasalahan menjadi objek penelitian. Banyaknya spekulatif dari beberapa
pihak mengenai kedudukan Dewan Pengawas KPK dari struktur
ketatanegaraan, dapat diambil kesimpulan dengan berdasarkan Putusan MK
No.36/PUU-XV/2017 ditegaskan bahkan KPK merupakan bagian dari
eksekutif  begitupun dengan organ pelaksana pengawas yakni Dewan
Pengawas KPK sehingga perlu digaris bawahi bahwa Dewan Pengawas tidak
independen karena anggotanya dipilih langsung dan diangkat oleh Presiden
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 UU KPK terbaru. Dewan Pengawas
diadakan dengan pertimbangan adanya penyalahgunaan wewenang,
pelanggaran hukum pimpinan KPK hingga pelanggaran kode etik di lingkup
KPK. Sehingga Dewan Pengawas diharapkan mampu menjadi kontrol dalam
kinerja KPK serta sebagai instrumen check and balance atas kesepakatan
Presiden Republik Indonesia dan DPR.
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Abstract

This study discusses the position of the KPK Supervisory Board in terms of the
State Administration Structure of the Republic of Indonesia. Based on Law
Number 19 of 2019, the KPK Supervisory Board was held after nearly 20
years of running this anti-corruption agency. In order to achieve more optimal
public services for the community, the government considers it necessary to
establish a KPK Supervisory Board. As an adjustment measure to the
development of the Indonesian military structure even though its name is not
listed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. There are many
pros and cons of the existence of the KPK Supervisory Board which is
considered to be able to hinder and even weaken the performance of the KPK
itself. It seemed that it was suddenly completed in just a matter of months, and
many things were covered regarding the consideration of the formation of this
latest KPK Law, causing various kinds of polemics. The approach used in this
research is normative juridical. By going through a statutory approach and a
conceptual approach to explore deeper and answer the problems that exist in
it. This research is a descriptive analysis that describes and concludes the
problem is the object of research. The number of speculatives from several
parties regarding the position of the KPK Supervisory Board from the
constitutional structure, it can be concluded that based on the Constitutional
Court Decision No.20 / PUU-XV / 2017 it is emphasized that the KPK is part
of the executive as well as the supervisory organ, namely the KPK Supervisory
Board, but it is underlined that both, including the Supervisory Board, must
maintain high independence in terms of carrying out their duties and
functions. The Supervisory Board was held with the consideration of abuse of
power, legal violations of the KPK leadership to violations of the code of ethics
within the KPK. So that the Supervisory Board is expected to be able to control
the performance of the KPK as well as a check and balance instrument on the
agreement of the President of the Republic of Indonesia and the DPR.
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